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SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
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Prinsip ~Money Follows Program”
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Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan
pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
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menjadi kewenangan daerah
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menjadi kewenangan pusat
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
dan Pemerintah

PENYUSUNAN R. APBD TA 2019
RANC. KUA & PPAS

KUA dan PPAS RKPD .
Provinsi Tahun PROV e
2019 TA 2019
KUA dan 2P e
PPAS DI
Kab/Kota Kab/Kota RKPD Prov
TA 2019 TA 2019

Tahun 2019



PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD
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20 tahun fpedoman pedoman f 20 tahun
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[ Renstra } s tahun 5 tahun Renstra
SKPD dijabarkan dijabarkan K/L
5tahun $ pedoman 1tahun  § Diserasikan dg | t2hun 5tahun § pedoman
Renja __ _Musrenbang Renja
( SKPD dacu 7| RKPD }‘ ~ i [ <L
......................... | EETTTTITTALCCIRIIPeees diacu
1 tahun * 1 tahun : 1 tahun
. ‘ ‘ ¥ Dibahas
. : bersama
: KUA PPAS : DPRD
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DPRD DGN KDH

( E— }_ __ _ _  PEDOMAN

PENYUSUNAN
RKA-?KPD
KUA = Kebijakan umum anggaran
> TAPD PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara
} TAPD = Tim anggaran pemda
RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran
RéAPPEBIT:)DA 1 tahun satuan kerja perangkat daerah
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Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Urusan Dan Kewenangannya

Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat

Transparan

Partisipatif

Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang
Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya




PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2019
merupakan perkiraan vyang terukur
secara rasional dan memiliki kepastian
serta dasar hukum penerimaannya.



BELANJA DAERAH

—_

diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar
teknis dan harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja Tidak Langsung

Belanja

Belanja e
Pegawai Subsidi

Belanja Bunga
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BELANJA LANGSUNG

Belanja
Barang dan
Jasa

Belanja Modal

’p Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan®

kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung

oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik |
dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta |
mendorong inovasi daerah dan terkait pelayanan dasar ditetapkan I
dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan |

regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. /I
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Penganggaran

Honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam

o o e e o e o e
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Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah
dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi,
efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.




Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada
APBD TA 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar
kepada masyarakat

alokasi Belanja Modal

upaya peningkatan alokasi belanja modal, alokasi belanja modal
secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 19,26% dari total
belanja daerah
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